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Abstrak 

Kesehatan merupakan salah satu unsur yang sangat penting bagi kemajuan suatu Negara maka selain 

memberikan perhatian untuk pelayanan kesehatan Negara juga membuat dan memberlakukan 

peraturan-peraturan di bidang kesehatan (hukum kesehatan) sebagai pedoman yuridis dalam pemberian 

layanan kesehatan kepada masyarakat. Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang 

hubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hukum 

kesehatan merupakan cabang dari ilmu hukum yang secara relatif baru berkembang di Indonesia, 

hukum kesehatan ini salah satu cakupan dari aspek hukum perdata. Hukum Perdata adalah segala aturan 

hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam hidup 

bermasyarakat. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah penelitian yuridis normative yang 

mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. 

Whistleblower mendapat perlindungan dari penguasa untuk mengungkap suatu kebenaran hukum 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan batasan batasan tertentu dalam suatu perbautan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu 

terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan- ikatan 

itu tercermin pada hak dan kewajiban. Begitupula dengan hubungan tenaga medis dan pasien, dalam 

hubungan ini kepentingan dari kedua belah pihak dilindungi oleh hukum. Setiap pertanggungjawaban 

harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum seseorang untuk menuntut 

orang lain sekaligus melahirkan kewajiban hukum untuk memberi pertanggungjawabannya. Secara 

teoritik kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat 

dan mampunya akal seseorang dalam membeda-bedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, atau dengan 

kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan 

keinsyafan itu mampu menentukan kehendaknya. 

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Kerugian, Malpraktik. 

Abstract 
Health is a very important element for the progress of a country, so apart from paying attention to 

health services, the country also makes and enforces regulations in the health sector (health law) as 

juridical guidelines in providing health services to the community. Health law is all legal provisions 

that have a direct relationship to health maintenance or services and their implementation. Health law 

is a branch of legal science that has relatively recently developed in Indonesia. Health law covers 

aspects of civil law. Civil law is all legal rules that regulate legal relationships between one person and 

another in social life. In this research, normative juridical research is used which processes data from 

primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Whistleblowers receive 

protection from the authorities to reveal legal truths in accordance with statutory regulations with 

certain limitations in certain regulations. Based on the research results obtained, the law regulates 

legal relations. The legal relationship consists of ties between individuals and society and between 

individuals themselves. These ties are reflected in rights and obligations. Likewise with the relationship 

between medical personnel and patients, in this relationship the interests of both parties are protected 

by law. Every responsibility must have a basis, namely something that gives rise to a person's legal 

right to sue another person and at the same time gives rise to a legal obligation to provide 

accountability. Theoretically, the ability to be responsible can be interpreted as a normal or healthy 

mental condition and the ability of a person's mind to differentiate between good and bad things, or in 

other words, being able to realize the unlawful nature of an action and in accordance with that 

conscience being able to determine his will. 

Keywords: Legal Liability, Losses, Malpractice. 

http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ey/index


 

8 
 

E-ISSN: 2963-7082 Link Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ey/index 

Volume 2 Nomor 2 Tahun 2023 

A. Pendahuluan 

Kesehatan termasuk salah satu hal yang sangat mempengaruhi kehidupan bagi manusia, tanpa 

adanya kesehatan manusia tidak akan bisa produktif dalam menjalani kehidupan yang layak baik secara 

ekonomi maupun dalam menjalankan pendidikan. Kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia 

hal ini sesuai dengan yang ada didalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas 

menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 

Selain itu negara atau pemerintah berkewajiban untuk pelayanan kesehatan warga negaranya yang 

bersumber dari Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa negara bertanggung 

jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. 

Kesehatan merupakan salah satu unsur yang sangat penting bagi kemajuan suatu Negara maka 

selain memberikan perhatian untuk pelayanan kesehatan Negara juga membuat dan memberlakukan 

peraturan-peraturan di bidang kesehatan (hukum kesehatan) sebagai pedoman yuridis dalam pemberian 

layanan kesehatan kepada masyarakat. Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang 

hubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya.1 Hukum 

kesehatan merupakan cabang dari ilmu hukum yang secara relatif baru berkembang di Indonesia, 

hukum kesehatan ini salah satu cakupan dari aspek hukum perdata. Hukum Perdata adalah segala aturan 

hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam hidup 

bermasyarakat.2 

Dalam aspek hukum perdata hubungan dokter dengan pasien adalah hubungan dalam jasa 

pemberian pelayanan kesehatan, dokter sebagai pemberi jasa pelayanan sedangkan pasien sebagai 

penerima jasa pelayanan kesehatan. Terdapat hubungan antara dua subjek hukum yang ada dalam 

lingkungan hukum perdata. Hubungan dokter dengan pasien dikenal juga sebagai perikatan, biasanya 

perikatan yang sering terjadi antara dokter dengan pasien adalah perjanjian, namun bisa saja berbentuk 

perikatan berdasarkan undang-undang. Hubungan hukum dokter dan pasien didasarkan pada 

kesepakatan yang didasarkan kepercayaan untuk melakukan upaya pemeliharaan kesehatan, 

pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan.3 

Berdasarkan Coughlin’s Law Dictionary, malpraktik adalah sikap tindak yang salah secara 

profesional dari seseorang yang berprofesi, sebagai dokter, insinyiur, ahli hukum, akuntan, dokter gigi, 

dokter hewan. Malapraktik bisa terjadi akibat ketidakpedulian, kelalaian, atau ketidakhati-hatian dalam 

melaksanakan kewajiban profesinya, seperti kesalahan yang disengaja atau praktik secara tidak etis. Di 

Indonesia sendiri intilah malpraktik medik mulai dikenal pada tahun delapan puluhan dan menjadi 

sangat popular sejak tahun 2003 saat terjadi “krisis malpraktik medik” di Indonesia. Sebagai sebuah isu 

hukum yang relatif baru dikenal, menimbulkan ketidaktahuan di tengah masyarakat tentang bagaimana 

menangani kasus malpraktik medik, dan belum terlalu jelas apa sebenarnya yang dimaksud dengan 

malpraktik medik dan bagaimana pertanggungjawaban hukumnya. 

Kasus malapraktik medik ini kebanyakan sering kita jumpai di rumah sakit, namun bukan berati 

malpraktik tidak terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya seperti klinik. Klinik kecantikan dapat 

diartikan sebagai tempat untuk mengatasi permasalahan kulit, menyediakan pelayanan berupa treatment 

yang dapat meningkatkan kecantikan dan dilayani oleh dokter. Seiring dengan perkembangan zaman 

kita sebagai manusia berlomba untuk mempercantik diri sendiri khususnya pada wajah. Di klinik 

kecantikan kita bisa memperbaiki masalah yang ada pada kulit seperti jerawat, kerutan maupun masalah 

lain. Pada awalnya pasien diminta untuk konsultasi kepada dokter kecantikan untuk mengetahui jenis 

                                                             
1 Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Jakarta:Rineka Cipta, 2010. hlm.44 
2  Nurhilmiyah, Hukum Perdata, Medan:CV. Multi Global Makmur, 2020. hlm.7 
3 Fadillah Sabri, Pertanggungjawaban Pidana Dokter atas Kesalahan Dalam Praktik Kedokteran, Depok: 

PT.Raja Grafindo Persada, 2021. hlm.49 
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kulit dan permasalahan yang dialami, kemudian pasien diberikan perawatan serta obat, jika pasien 

menyetujui maka terjadilah perjanjian. Sebagai pasien sudah pasti mengharapkan hasil yang terbaik 

dalam perawatan kesehatan, namun dalam perawatan di klinik kecantikan memiliki resiko, yaitu banyak 

konsumen yang kurang cocok dengan produk kecantikan yang diberikan oleh dokter meskipun pasien 

telah berkonsultasi dengan dokter, selain itu resiko yang pasien dapat adalah lalainya dokter dalam 

melakukan prosedur perawatan. Apabila pasien merasa adanya ketidakcocokan setelah pemakaian 

produk dari dokter atau beranggapan bahwa dokter tersebut tidak sesuai memberikan resep, salah 

mendiagnosis. 

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian.4 Metode 

penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk 

mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif 

maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif.5 Metode 

Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan 

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder. Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan 

metode analisis kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa hukum, bahan hukum atau 

produk hukum secara rinci untuk memudahkan hukum penafsiran.6 Analisis bahan hukum adalah 

dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (centent analysis method) yang dilakukan oleh 

menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan penafsiran 

dalam diskusi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah, yaitu dengan 

pendekatan hasil dari kajian empiris teoritis dengan melihat berbagai pendapat para ahli, penulis dan 

kajian hukum dan peraturan yang berkaitan dengan masalah berdasarkan prinsip hukum dan 

merumuskan definisi hukum.7 Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan 

penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistik. 

B. Pembahasan 

Pertanggungjawaban Hukum Klinik Kecantikan Yang Menimbulkan Kerugian Pada Pasien 

Korban Malpraktik 

Suatu tindakan professional yang gagal yang dilakukan pada tingkatan pandai dan terampil yang 

wajar, yang dilakukan di masyarakat yang mengakibatkan luka, kerugian dan atau kehilangan pada 

penerima pelayanan tersebut akan membuat kesan pada penerima pelayanan tersebut. Termasuk juga 

suatu tindakan professional yang salah, kurang ketrampilan yang cinderung lebih tidak wajar dan 

praktik yang buruk, ilegal dan sikap immoral.8 Jika dilihat dengan sudut pandang ilmu kedokteran, 

dengan penerapan ilmu dan teknologi, suatu profesi kedokteran memiliki identitas tertentu. Karena 

suatu malpraktik ada hubungannya dengan“how to practice the medical science and technology”, 

dimana hal tersebut memiliki hubungan yang sangat erat dengan kegiatan atau hal yang menyangkut 

orang yang melakukan praktik kedokteran, dari sana biasanya bisa disebut dengan “maltreatment”. 

Kerugian adalah segi yang tidak menguntungkan yang diderita oleh seseorang sebagai akibat suatu 

kejadian tertentu dalam hal ini adalah akibat dari suatu perbuatan melawan hukum. Kerugian tersebut 

dapat memperoleh penggantian sepanjang kerugian tersebut terbit dari suatu gangguan terhadap 

                                                             
4 Ismail Koto, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme, Proceding Seminar Nasional 

Kewirausahaan, 2 No. 1, (2021): p.1052-1059. 
5 Ramadhani, R., Hanifah, I., & Salamah, U. (2023). Peran Pemuda Muhammadiyah Kota Medan Dalam 

Penanggulangan Mafia Tanah. IHSAN: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT, 5(1), 34-39. 
6 Koto, I., & Hanifah, I. (2023). Aspek Hukum Pelaksanaan Pekerjaan Pokok Oleh Tenaga Kerja Outsourcing Di 

Indonesia. Legalitas: Jurnal Hukum, 14(2), 193-199. 
7 Akbar Simatupang, R. S. (2023). Criminology Review of the Crime of Child Trafficking for the Purpose of 

Prostitution. Inspiring Law Journal, 1(1), 21-25. 
8 M. Nurdin, Perlindungan Hukum Terhadap Pasien atas Korban Malpraktek Kedokteran, Jurnal Hukum Samudra 

Keadilan, Vol.10 No.1 Januari-Juni 2015, hlm.103 
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kepentingan yang dilindungi oleh hukum.9 

Dalam malapraktik kedokteran yang menimbulkan kerugian bagi pasien, dapat diajukan gugatan 

atas dasar wanprestasi dan atau perbuatan melawan hukum. Sukar untuk membedakan kerugian 

diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum dengan kerugian diakibatkan wanprestasi dalam 

malapraktik kedokteran. Walaupun dasarnya jelas dan mudah diucapkan, kerugian akibat wanprestasi 

adalah akibat langsung dari pelanggaran kewajiban dalam suatu perikatan hukum. sementara itu, 

kerugian dari perbuatan melawan hukum adalah kerugian diakibatkan langsung dari perbuatan yang 

dapat disalahkan pada si pembuat atau mengandung sifat melawan hukum yang tidak selalu/harus dalam 

suatu perikatan hukum. 

Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu 

dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan- ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. 

Begitupula dengan hubungan tenaga medis dan pasien, dalam hubungan ini kepentingan dari kedua 

belah pihak dilindungi oleh hukum.10 Mendudukkan hubungan tenaga medis dengan pasien yang 

mempunyai landasan hukum, dapat dimulai dengan pasal 1313 KUH Perdata “Suatu perjanjian adalah 

suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. 

Dengan demikian kedudukan pasien dan tenaga medis dalam pelayanan kesehatan seharusnya 

seimbang. Di satu sisi pasien membutuhkan tenaga medis untuk mengatasi masalah kesehatannya, 

sedangkan di lain pihak tenaga medis membutuhkan pasien untuk mendapatkan penghasilan sekaligus 

untuk mempraktekkan ilmu medis yang telah dipelajarinya di bangku pendidikan.11 

Menurut hukum yang berlaku, setiap pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang 

menyebabkan timbulnya hak hukum seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus melahirkan 

kewajiban hukum untuk memberi pertanggungjawabannya. Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at 

berpendapat bahwa secara teoritik kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin 

yang normal atau sehat dan mampunya akal seseorang dalam membeda-bedakan hal-hal yang baik dan 

yang buruk, atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan 

dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu menentukan kehendaknya. 

Pertanggungjawaban hukum yang diberikan oleh pelaku usaha (klinik) berkaitan dengan ada atau 

tidaknya kerugian yang dialami oleh pihak konsumen (pasien) sebagai pengguna barang dan/atau jasa 

yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Sehubungan dengan kerugian yang dialami oleh konsumen dalam 

jasa pelayanan kesehatan, Pasal 58 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah 

mengatur bahwa: 

1. Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau 

penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam 

pelayanan kesehatan yang diterimanya; 

2. Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan 

yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam 

keadaan darurat; 

3. Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 

Aturan mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam Pasal 19 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 

1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa, setiap pelaku usaha harus bertanggung 

jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang diderita oleh 

konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha. Sama 

halnya dengan konsumen klinik kecantikan yang menderita kerugian akibat kelalaian, maka klinik 

tersebut bertanggung jawab untuk mengganti kerugian. Mengenai tanggung jawab pelaku usaha untuk 

mengganti kerugian konsumen ini diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan 

Pasal 58 Undang-Undang Kesehatan. Untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang diderita maka 

                                                             
9 Sari Murti Widiyastuti, Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020. 

hlm. 9. 
10 Asliani, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin 

Edar, Juris Studia Jurnal Kajian Hukum, Volume 1 Nomor 1, Juni 2020, hlm.1. 
11 Irfan, Kedudukan Informed Consent Dalam Hubungan Dokter Dan Pasien, De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum 

FH UMSU Volume 3 Nomor 2, 2018, hlm.161 
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konsumen dapat menuntut pertanggungjawaban secara perdata kepada pelaku usaha. 

Tanggung jawab atas ganti kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat dari penggunaan 

jasa/produk didasarkan pada beberapa ketentuan yaitu berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan 

hukum. Ganti kerugian karena adanya wanprestasi merupakan akibat kelalaian dalam perjanjian seperti: 

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; 

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya komat tapi tidak sebagaimana dijanjikan nya; 

3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; 

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. 

 

C. Penutup 

1. Kesimpulan  

Pertanggungjawaban dalam hukum perdata terhadap seseorang, tenaga kesehatan dan/atau pelaku 

usaha (klinik kecantikan) yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain akibat dari kesalahan atau 

kelalaian dalam melakukan prosedur kecantikan maka dapat dimintakan pertanggungjawabannya yang 

sesuai dengan unsur dari KUHPerdata Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367. Pertanggungjawaban 

tersebut berupa ganti rugi atas tindakannya kepada pasien tersebut, tidak hanya ganti rugi materil yang 

berupa uang/barang namun juga ganti rugi immaterial dalam bentuk memberikan pengobatan hingga 

wajah pasien kembali membaik seperti semula. 

2. Saran 

Pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban klinik kecantikan terhadap pasien akibat 

kesalahan atau kelalaian dalam kegiatan medis seharusnya ada dan jelas agar kita sebagai pasien tidak 

khawatir jika ingin melaksanakan pelayanan kecantikan. 
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